BAB IV

PENUTUP

A.Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam Bab Il Hasil Penelitian dan

Pembahasan di atas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut:

1 Peraturan perundang- undangan yang berlaku telah mengatur perlindungan hukum
mengenai tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi atas hilang/ rusaknya barang yang
terjadi selama pengangkutan barang. Peraturan tersebut telah memberikan hak dan
kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan secara hukum.

1. PT. J&T Express cabang Dharmasraya berupaya memberikan ganti rugi terhadap
hilang/rusanya barang di Dharmasraya yang mana sesuai dengan asuransi yang
berlaku di PT. J&T Express cabang Dharmasraya yaitu biaya asuransi yang
dibebankan untuk barang dengan nilai di bawah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah
sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan untuk barang dengan nilai
lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) akan dibebankan biaya asuransi sebsar
0,25% dari nilai barang. Namun apabila pengirim tidak menggunakan asuransi, maka
pembayaran penggantian atas barang rusak dan hilang, maksimal 10x ongkos Kirim
atau harga barang yang diambil paling rendah, nilai penggantian maksimal Rp.

1.000.000,-. Khusus untuk penggantian dokumen maksimal adalah Rp. 100.000,-.
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B.Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan
saran yaitu:

1. Kepada PT. J&T Express cabang Dharmasraya agar dalam meningkatkan
kepercayaan masyarakat Indonesia hendaknya ketika shipper ingin mengirim paket
barangnya hendaknya dijelaskan secara detail mengenai peraturan dan ketentuan
yang berlaku di PT. J&T Express cabang Dharmasraya

2. Kepada Konsumen agar selalu memperhatikan paket barang yang akan dikirim
melalui PT. J&T Express cabang Dharmasraya karena tanggungjawab bukan hanya
milik PT. J&T Express cabang Dharmasraya namun peran konsumen juga

mempengaruhi besar-kecilnya kerusakan.
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